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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 201;

: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaharan Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



Menetapkan :

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan
Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan  Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2016 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor
10);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016
Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah  Rp. 3.988.794.323.392,00
bertambah sejumlah Rp. 338.572.127.036,00 sehingga menjadi Rp. 4.327.366.450.428,00
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 4.292.365.679.855,00
bertambah sejumlah Rp. 339.161.488.673,00 sehingga menjadi  Rp. 4.631.527.168.528,00

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai

Rp. 1.485.641.325.512,00
Rp. 2.110.523.128.900,00
Rp. 731.201.996.016,00 (+)

Rp. 4.327.366.450.428,00

Rp. 1.426.310.582.868,00

2) Belanja Hibah Rp. 38.726.280.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 28.941.600.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 66.066.925.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 429.088.515.918,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.990.633.903.786,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 333.983.453.432,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.330.552.929.732,00
3) Belanja Modal Rp. 976.356.881.578,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Rp. 2.640.893.264.742,00

Rp. 4.631.527.168.528,00

Surplus/ (Defisit) Rp. (304.160.718.100,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 315.160.718.100,00
Rp. 11.000.000.000,00 ( -)

Rp. 304.160.718.100,00

Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD;



2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaann;

3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang
diterima;

4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial yang diterima.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tangsgl 7 Nopember 2017

A’NURRACHADIANA
Diundangkan di Karawang

pada tanggal 7 Nopember 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

-

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004




NOMOR . JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6
2.2.3 Belanja Modal 902.813.697.419,00 975.731.955.845,00 72.918.258.426,00 8,08
SURPLUS / (DEFISIT) (303.571.356.463,00) (304.160.718.100,00) (589.361.637,00) 0,19

3 PEMBIAYAAN DAERAH

i | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 314.5?1_.?56_.463,00 315.160.?1?}!)9,})9 77777777 589.361.637,00 0,19
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 3 14.571.356.463,00 | ¢ 3 1571607771787199,709 777777 589.361.63700 | 0 11_9_
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | ] 1 _1_0(_}99(20000,00 _ o 1100(10000070,007 77777777777777 0,00 | 0 10_0_
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 303.571.356.463,00 304.160.718.100,00 0,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 2

Priviled ['i!:l SimDd




NOMOR GiATRN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) e ——
URUT SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
PEMBIAYAAN DAERAH
o PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 314.571.356.463,00 315.160.718.100,00 589.361.637,00 0,19
PR L Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 314.571.356.463,00 315.160.718.100,00 589.361.637,00 0,19
Sebeluvnya "4 ]
6.1.1.07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 314.571.356.463,00 315.160.718.100,00 589.361.637,00 0,19
Sebelumnya Ty
6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 314.571.356.463,00 315.160.718.100,00 589.361.637,00 0,19
Sebelumnya
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00
6.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00
6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 11.000.000.000,00 | 1_1.00_0._0_09._0(][!,00 7777777 0,00 | 0_,90_
6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00
(BUMD)
PEMBIAYAAN NETTO |  303.571.356.463,00 304.160.718.100,00 589.361.637,00 0,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 24




JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE URAIAN PENJELASAN
REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
4,05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01. 36.06 . 5.2.1.01.14 Honororium Tim Penyusun 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01. 36.06 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180.000,00 180.000,00 000 | 0,00
4.05.4.05.01.36.06 . 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 180.000,00 | 18000000 [ 000 | 0,00
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan | 1_.1_96._06(_),66 = 1_190006,00 000 000
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan | 6—0_0_066,1')6 __________ 6(_) 6660,00 ' 0,00 0,00
4.05. 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06.03 Belanja foto copy 590.000,00 [ 59000000 | 000 | 0,00
4.05.4.05.01.36.06 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman | 7 _2_5_0_021(_),60 ''''' 7.250.00000 f 000 | 0,00
4.05.4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 725000000 | -7.-2_56.6007@07 |\ o000 0,00
4.05.4.05.01.36.06 . 5.2.215 Belanja Perjalanan Dinas | 11.160.00000 | 11.160.000,00 000 | 000
4.05.4.05.01.36.06 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daersh | - 4760.00000 | 476000000 | 0,00 0,00
4.05.4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.400.000,00 | 640000000 f 000 | 000
4.05.4.05.01.36.06 . 5.2.2.34 Belanja Jasa Tenaga Ahl/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 2.000.000,00 000 | 000
4.05. 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.34.01 Jasa Narasumber PNS | 200000000 | 200000000 | 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.941.028.996,00) (19.636.028.996,00) (695.000.000,00)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

prinfed By Simld

Halaman 1793




NO

NAMA PENERIMA

BESARNYA (Rp)

ALAMAT PENERIMA

SEBELUM

PERUBAHAN |

21

GIBAS CINTA DAMAI

JI. Raya Proklamasi Desa
Rengasdengklok Selatan,
Rengasdengklok-Karawang

0,00

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

40.000.000,00

40.000.000,00

22

KOREK

JL. SOKA NO 6 RT 04 RW
023 Kel/Desa Karawang
Wetan Kec. Karawang Timur
Kab. Karawang

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

23

FORUM BERSAMA LASKAR MERAH PUTIH

JL. PANATAYUDHA NO 25
RT 01 RW 23 Kel/Desa
Nagasari Kec. Karawang
Barat

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

24

LSM LASKAR NKRI

JL. BY PASS PANGKAL
PERJUANGAN RT 004 RW
008 Kel/Desa Tanjungpura
Kec. Karawang Barat Kab.
Karawang

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

25

LSM KOMPAK

KARANGANYAR RT 003 RW
027 NO 1 Kel/Desa Nagasari
Kec. Karawang Barat Kab.
Karawang

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

26

FORKOB PERSINDO

Kp.TEGAL WANGI RT 002
RW 007 Kel/Desa Dawuan
Barat Kec. Cikampek Kab.
Karawang

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

27

BADAN PEMBINAAN POTENSI
KELUWARGA BESAR (BPPKB) KAB.
KARAWANG

JL. CAKRADEREJANO 3 C
RT 02 RW 25 Kel/Desa
Nagasari Kec. Karawang
Barat Kab. Karawang

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

28

ZHADOEL

JL MANGGA NO 5 GURO I
RT 006 RW 011 Kel./Desa
Nagasari Kec. Karawang
Barat

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

29

Keluwarga Mahasiswa Pelajar Karawang
(KEMPAKA)

Jl.Manisi Kp.Babakan Dangder
Rt.05/06 Dsa.Pasir biru
Kec.Cibiru Kab.Bandung

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

30

PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK
INDONESIA (PWRI)

JL. BOGOR NO 3 RT 03 RW
04 Kel/Desa Karangpawitan
Kec. Karawang Barat

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

31

BUAH BATU CORPS (BBC)

Perum Bintang Alam Blok F
No. 13 A Telukjambe Timur -
Karawang

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

32

PERTUNI

JI. Kamojing Cikampek
Selatan, Cikampek -
Karawang

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

33

GASAK

JI. Kartini Jatirasa
Karangpawitan - Karawang

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

34

THARIQAH AL-MU'TABARAH

JI. Anjun Kanoman No. 22
Karawang Kulon - Karawang

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

35

HKTI (Himpunan Kelompok Tani Indonesia)

JI. Arif Rahman Hakim Kel.
Nagasari Kec. Karawang
Barat

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

36

PD MUHAMADIYAH KAB. KARAWANG

JI. KH. Ahmad Dahlan No. 10
Karawang - Kaum

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

37

Paguyuban Agung Suci

Kampung Bunut Poponcol
Kel. Karawang Kulon Kec.
Karawang Barat

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

38

HAMAS

Dusun Gintung Selatan Klari -
Karawang

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

39

ANGKATAN MUDA SILIWANGI (AMS)

JI. Raya Telukjambe No. 30 -
Karawang

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00




BESARNYA (Rp)

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM SETELAH (Baiimjﬁﬁg)
PERUBAHAN PERUBAHAN
25 |Manbaul Hidayah Dusun Cilempuk Rt 08/03 Desa 235.200.000,00 235.200.000,00 0,00
Purwamekar Kec Rawamerta
26 |Al Juwanah Dusun Sirnasari Rt 09/02 Desa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00
Kalangsari Kec Rengasdeng klok
27  |Al Mu'awanah Gg Kaum No 1310 Desa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Rengasdengklok Utara Kec
Rengasdenaklok
28  |Nurul Aitam Jin Raya Proklama si No 73 Desa 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00
Karyasari Kec Rengasdengklok
29  |Al Akhyariyah ABR Kp Munjul Desa Cintalaksana Kec 235.200.000,00 235.200.000,00 0,00
Tegalwaru
30 |Rumah Santri Al Ridwan Jin Pemancingan Ajo Pintu Aer 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00
RT/RW 02/03 Desa Wadas Kec.
Telukjambe Timur
31 |Al Kholisoh Perumnas Teluk jambe Blok T II 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00
Jin Arjuna XII No 159 Desa
Sukaharja Kec Telukjambe Timur
32 [Rumah Autis Perum Karaba Indah Blok G/12- 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00
14 Rt 04/08 Desa Wadas Kec
Telukiambe Timur
33  |Karawang Sejahtera Perumnas Bumi Telukjambe J| 7.140.000.000,00 7.140.000.000,00 0,00
Arjuna 235 Rt 04/11 Desa
Sukaharja Kec Telukjambe Timur
34 Jam'iyyatul Khair Jin Raya Batujaya Desa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00
PisangsamboRt 01/01 Kec
Tirtaiava
35  |Tarbiyyatul Munawwaroh Dusun Jatimanggah Desa Bolang 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
Kec Tirtajaya
36 |Al Mubarokah Kp Sukatani Rt 02/05 Desa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
___|Karangijaya Kec Tirtamulya
37  |Miftah Anwaril Ulum JI. Suhud Hidayat RT. 11/03 Desa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Warung Bambu Kec. Karawang
Timur
38 |Dhuafa Ar Ruhany Gg. Madi Kampung Baru Timur 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
RT. 02/09 Desa Cikampek Utara
Kec. Cikampek
39 [Nurul IImi Dusun Kalimulya RT. 01/01 Desa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
Cengkong Kec. Purwasari
40  |Rachmat Siti Chodidjah JI. Papandayan IV No. 131 RT. 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
03/06 Perum Pagadungan Indah
Desa Purwasari Kec. Purwasari
41 |Daarul Huffazh Dusun Teluk Ampel I RT. 01/02 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00
Desa Karyamakmur Kec. Batujaya
42  (Barata Indonesia JI. A. Yani No. 46 RT. 02/09 Desa 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00
Cikampek Selatan Kec. Cikampek
43 |Nurul Ansor Dusun Krajan RT. 26/05 Desa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
Kemiri Kec. Jayakerta
44 Al Yunusiyah Kp Loji Cipeuteuy Desa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
Mekarbuana Kec. Tegalwaru
45  |At-Thoyyibah Dsn. Dadut RT 001 RW 007 Desa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Cicinde Utara Kec. Banyusari
46  |Yay. Melati Jaya Tempuran Jin. Raya Lemahsubur Kec. 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Tempuran
47  |Yay. Rahmatan Lil Alamin Dusun Cilebar 1 RT 05/01 Desa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
Kertamukti Kec. Cilebar
Bantuan sosial melalui Yayasan Islam 0,00 300.000.000,00 |300.000.000,00
1_|Darul Iman at-Thorfiyah Kecamatan Purwasari 0,00 300.000.000,00 |300.000.000,00
Bantuan sosial melalui Yayasan Panti 0,00 100.000.000,00 |100.000.000,00
1 |Yayasan Panti Darma Sosial Kecamatan Batujaya 0,00 100.000.000,00 |100.000.000,00
"Padepokan Karang Anyar
Bantuan Sosial yang tidak terencana 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Bantuan Sosial yang tidak terencana |Karawang 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
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